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ABSTRAK 

Nelda K. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di 
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang) 

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah paksa adalah suatu 
ikatan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan dari pihak yang melaksanakan 
pernikahan tersebut. Dalam kata lain seseorang menikah namun tidak dilandasi 
keinginan sendiri melainkan dilandasi oleh keinginan orang tua. Yang dimaksud oleh 
penulis di sini yakni perempuan adalah sebagai korban yang dipaksa menikah. Kasus 
seperti ini ada beberapa yang terjadi pada Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten 
Pinrang 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi 
hukum terhadap nikah paksa di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan secara paksa serta dampaknya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis 
data adalah lapangan (field research). Sumber data yang digunakan penelitian ini ada 
dua yaitu sumber data primer yang mencakup pihak yang dipaksa menikah, keluarga,  
tokoh masyarakat, Imam, warga masyarakat, serta lurah dan data sekunder yang 
mencakup Alquran, hadis, buku-buku serta dari internet. Adapun teknik 
pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. 

Hasil penelitian mengenai nikah paksa peneliti dapat memaparkan bahwa 
pernikahan secara paksa terjadi di kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. 
Informan yang melaksanakan pernikahan secara paksa status mereka adalah masih 
perawan dan dewasa. Pernikahan mereka terlaksana sah menurut agama (Islam) dan 
resmi menurut Negara. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi nikah 
paksa karena keinginan orang tua, faktor ekonomi, dan pacaran dengan laki-laki lain. 
Sedangkan dampak yang dihasilkan dari nikah paksa adalah berdampak pada 
keluarga, tidak adanya rasa cinta, dan berujung ingin pisah atau bahkan perceraian. 
Dari dampak yang terjadi pada pasangan tersebut dapat dipahami bahwa tergantung 
bagaimana pasangan tersebut menyikapi setelah menikah.  
 
Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Nikah Paksa, Faktor-faktor 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيفََْ 

 haula : هَوْلََ 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a َ ا 

 
kasrah 

 

i i ِا 

 
d}ammah 

 

u u َ ا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْـى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفاَلَِرَوْضَةََُالََ  : raud}ah al-at}fa>l 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

 ...َََاَ|َ...َََى

 

d}ammah dan wau 

 

َُ وـ  

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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ُ   الَْمَدِيْنةَََُالَْفاَضِلةَ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   حِكْمَةالََْ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبَّنا

ََ يْنا  <najjaina : نجََّ

ُ   الَْحَقَ   : al-h}aqq 

مََنعُ َِ  : nu“ima 

 aduwwun‘ : عَدوَُ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

لزَْلةَ ُ   الَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَْفلَْسَفةَ  : al-falsafah 

َُ  al-bila>du : الَْبلادَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

َْ مُرُوْنََتأَ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

للَِباِ  di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفيَِْرَحْمَةَِاللهَِهَُ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
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Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk 

sosial, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi 

dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitar. Salah satu kebutuhan manusia 

adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan perkawinan sebagai jaminan 

kelestarian populasi manusia dimuka bumi, sebagai motivasi dari syahwat manusia 

untuk menjaga kekekalan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang 

terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berpikir untuk menikah. 

Pernikahan adalah proses awal dimana seseorang harus melanjutkan 

kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga untuk 

menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah. Fungsi perkawinan. Suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, 

mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan merupakan 

fungsi pernikahan. Disamping itu suatu pernikahan juga merupakan suatu sarana 

untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan begitu pula dengan 

pernikahan itu bersangkutpaut dengan masalah kedudukan dan harta kekayaan. 

Pernikahan atau perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang 

konkrit, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena 

pernikahan atau perjodahan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah 

menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, 

umumnya pernikahan atau perjodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan 

mencintai. Sehingga sulit memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia 
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dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun kalau merujuk pada 

ajaran Islam, pernikahan atau perjodohan ini tidak melanggar norma yang ada di 

dalam ajaran Islam. Bahkan, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi sempat 

menikahkan/menjodohkan seorang muslimah dengan sahabat Nabi dengan mahar 

harus hafal Alquran. 

Ironisnya pelaku dari kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang 

terdekat dengan korban baik itu sahabat, tetangga atau bahkan orang tua sendiri. 

Biasanya mereka berdalih atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung pada 

penderitaan si anak. Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena 

anaknya merasa dimiliki. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan 

anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang akan ditimbulkan. Bahkan 

hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri. Salah 

satu bentuk kasus terhadap anak adalah perjodohan secara paksa. Efek tindakan ini 

dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun kadangkala nikah paksa 

berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak 

sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Itu semua akibat 

ikatan pernikahan yang tidak dilandasi cinta kasih, suka sama suka, melainkan 

berangkat dari keterpaksaan semata. Tetapi, perlu diketahui bahwa sesuatu yang 

menurut manusia baik belum tentu baik menurut Allah, begitupun sebaliknya sesuatu 

yang menurut manusia tidak baik namun ternyata baik menurut Allah. Seperti dalam 

QS. Al-Baqarah/2 : 216: 

.  ...ََ  َ  َ  َ َ  ََ ََ  َ  َ َ َ ََ

 َ َ ََ َََََ
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Terjemahnya: 

“...boleh jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

1
 

Realitasnya sebagian masyarakat sering menghadapi berbagai masalah sosial 

yang sangat rumit. Wujud masalah sosial yakni perempuan menikah dengan lelaki 

yang tidak disukai atau pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua akan berakibat 

fatal terhadap pernikahan itu sendiri. Seperti salah satu fenomena yang banyak 

terjadi pada masyarakat Bugis khususnya pada kecamatan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang yaitu peristiwa nikah paksa. Sehingga dari hasil peristiwa nikah 

paksa akan mengakibatkan kecenderungan masalah bagi pasangan tersebut karena 

harus melakukan sesuatu yang mereka tidak kehendaki. Tidak menutup 

kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian atau pelayangan gugat cerai 

yang dilakukan oleh pihak istri atau suami yang di paksa menikah. 

Sebagaimana kasus pernikahan paksa di atas seolah-olah anak tidak 

mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai. Di samping berbagai 

peran yang diberikan oleh Islam, perempuan juga diberikan beberapa hak salah 

satunya adalah hak memilih suami. Dalam menerima pinangan seorang laki-laki, 

maka perempuan memiliki hak untuk menerima dan menolak khitbah tersebut.
2
 

Namun, bagaimana halnya jika seorang perempuan melakukan pernikahan secara 

paksa karena mengikuti keinginan orang tua dan tanpa dimintai persetujuannya. 

Maka dari itu peran dari sosiologi hukum untuk meninjau berbagai jenis persoalan 

sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembaca terkait dengan faktor 

dan dampak dari kasus pernikahan secara paksa. 

                                                             
1
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Srabaya: 

HALIM Publishing & Distribututing, 2014), h. 34. 

2
Saidah, Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Cet. 1; 

Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), h. 29. 
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Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya sebagai 

studi mengenai nikah paksa yang penulis angkat dari kasus yang terjadi di 

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Dengan sebuah judul “Tinjauan 

Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Kecamatan Watang 

Sawitto Kabupaten Pinrang)”. Penulis dapat memaparkannya bahwa pernikahan 

secara paksa telah terjadi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Informan yang 

melaksanakan pernikahan secara paksa adalah mereka belum pernah menikah dan 

baligh (dewasa). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan masalah pokok yang akan diteliti, yakni bagaimana nikah paksa di 

Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Agar peneliti menjadi terarah dan sistematis 

pembahasannya, maka masalah pokok yang ditetapkan dikembangkan dalam batasan 

sub masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya 

serta dampaknya dari nikah paksa tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

1.3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua 

menikahkan anaknya serta dampaknya dari nikah paksa tersebut. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pada umumnya serta menjadi khazanah ilmu 
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pengetahuan, terutama yang terkait dengan kasus nikah paksa dalam tinjauan 

Sosiologi Hukum. 

1.4.2 Secara praktis, diharapkan memberikan konstribusi kepada masyarakat 

mengenai faktor penyebab dan dampak yang terjadi dari nikah paksa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Senn tinjauan pustaka memberi jalan tentang langkah yang akan 

ditempuh dalam merumuskan kerangka penelitian, mendekati hipotesis yang akan 

dirumuskan, dan pemilihan cara yang tepat dalam pengumpulan data. Oleh karena 

khazanah pengetahuan ilmiah sangat luas dan beragam, maka diperlukan cara kerja 

yang tepat dan cermat dalam pemilihan dan penggunaan teori sehingga yang 

diperoleh memenuhi kebutuhan dalam penelitian.
3
 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

antara lain: 

Pertama, skripsi Is Addurofiq pada tahun 2010 dengan judul “Praktek Kawin 

Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan)”. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang keinginan orang 

tua dan hutang budi sebagai faktor penyebab dalam perkawinan secara paksa  yang 

sudah menjadi tradisi dalam masyarakat tersebut karena kurangnya pengetahuan 

orang tua tentang hakikat sebuah perkawinan itu sendiri. Namun seiring berjalannya 

waktu sudah mulai berkurang yang mempraktikkan.
4
 

Kedua, skripsi Dita Sundawa Putri tahun 2013 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi 

Kasus Pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”. Penelitian ini lebih 

                                                             
3
Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Cet. I; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), h.206-207. 

4
Is Addurofiq menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 “Praktek Kawin Paksa dan Faktor 

Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)”. 
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mengupas tentang batasan wali dalam Hukum Islam dikaitkan dengan hak ijbar atau 

hak seorang wali memaksa anaknya untuk menikah.
5
 

Ketiga, skripsi Ahmad Budi Zulqurnaini tahun 2016 dengan judul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus 

di Kecamatan Mlarak)”. Penelitian tersebut lebih fokus pada pelanggaran hukum 

adatnya seperti berdua-duaan antara seorang pria dan wanita di tempat yang sepi dan 

melewati batas waktu yang sudah di tentukan sehingga ditemukan oleh warga 

masyarakat maka suka atau tidak mereka harus melakukan pernikahan secara paksa 

sebagai solusi agar terhindar dari kemaksiatan dan menjaga nama baik masyarakat 

desa
6
. 

Setelah penyusun mencoba melakukan telusuran terhadap beberapa karya 

ilmiah berupa skripsi, ternyata belum ada secara riil membahas terkait dengan nikah 

paksa di tinjau dari Sosiologi Hukum. Seperti yang dipaparkan di atas lebih 

menekankan pada tinjauan Hukum Islam dan tradisi. Sedangkan dalam skripsi ini 

penyusun membahas tentang tinjauan Sosiologi Hukum terhadap nikah paksa (Studi 

kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Meskipun nikah paksa bukan 

merupakan kajian yang baru, namun penulis mencoba mengkaji dari sisi kehidupan 

nyata yang terjadi, seperti apa nikah paksa yang terjadi di lapangan (di Watang 

Sawitto Kabupaten Pinrang).  

  

                                                             
5
Dita Sundawa Putri, menyelesaikan skripsi pada tahun 2013 “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang 

Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”. 

6
Ahmad Budi Zulqurnaini, menyelesaikan skripsi pada tahun 2016, dengan judul skripsi 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan 

Malarak)”. 
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2.1 Tinjauan Teoritis 

Kajian teori adalah gambaran terhadap kumpulan konsep/konstruk, defenisi, 

dan proporsi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi 

tentang suatu fenomena/gejala atau secara umum diartikan sebagai pendapat. 

Penjabaran konsep penting dalam melakukan penelitian adalah menentukan teori 

yang sesuai untuk digunakan dalam mengeksplorasi rumusan masalah.
7
 

2.1.1 Sosiologi Hukum 

Hukum dan sosiologi, kadang kita secara gegabah menyatakan tidak ada 

hubungannya, padahal variabel-variabel atau pola-pola dan sistem serta simbol-

simbol dalam berhukum baik segi proses maupun pada peristiwa hukumnya banyak 

menyimpan makna-makna kepentingan yang menuntut untuk dimaknai, ditafsirkan, 

ditelaah, ditindaklanjuti, serta dimanfaatkan untuk pembangunan hukum itu sendiri.
8
 

Masalah yang timbul dari hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan 

dengan hukum adalah dapatkah hukum dianggap sebagai suatu lembaga 

kemasyarakatan? Dengan melihat bahwa hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah 

yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, maka dapatlah dikatakan bahwa 

hukum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan 

ketenteraman, hal mana merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat. 

Bahwa hukum merupakan lembaga kemasyarakatan, karena di samping sebagai 

gejala sosial (das sein), hukum juga mengandung unsur-unsur yang ideal (das 

Sollen).
9
 

                                                             
7
Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Cet. 4; 

Jakarta: 2014) h. 64-65 

8
Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

h. 117. 
9
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Cet. 20; Jakarta: Rajawali Perss, 2011), 

h. 78-79. 
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Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang 

secara analitis empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan 

gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (sociology of law) 

pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. R. 

Otje Salman, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu hubungan timbal 

balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. 

H.L.A. Hart, mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung 

unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala 

hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Dapat disimpulkan dari keempat 

pendapat tersebut bahwa Sosiologi Hukum adalah segala aktivitas sosial dilihat dari 

aspek hukumnya
10

 

Sosiologi Hukum secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh 

gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Perihal perspektif dari sosiologi 

hukum secara umum memiliki pendapat utama yang menyatakan, bahwa Sosiologi 

hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus 

menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan 

sebagai sarana dari keadilan. Kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang 

penerangan dan pengkaidahan (J van Houtte). Perihal proses pengkaidahan, maka 

sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di 

dalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan 

penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama 

menyangkut hukum fakultatif).  

                                                             

10
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.1. 
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Dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana 

dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam 

kenyataannya adalah untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap 

hukum di dalam konteks sosial dan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas 

hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk 

mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai 

keadaan-keadaan sosial tertentu dalam penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum. 

Sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan 

untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.
11

 

Pemikiran sosiologi lebih berfokus pada empirik atau faktual. Hal ini 

memperlihatkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada 

hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem 

kemasyarakatan, yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Objek 

utama sosiologi hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-

kaidah hukum.
12

 

2.1.2 Objek Kajian Sosiologi Hukum 

Objek Sosiologi Hukum adalah pertama, sosiologi hukum mengkaji hukum 

dalam wujudnya atau Goverment Social Control. Dalam hal ini, sosiologi hukum 

mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna 

menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, sosiologi hukum 

mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai 

makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial 

                                                             
11

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Cet. 20; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2011), h. 25-26. 

12
Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Cet. 1; Jakarta: PT Grasindo, 

2008), h. 110. 
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yang ada dalam masyarakat.
13

 Sosiologi hukum membahas aspek-aspek sebagai 

berikut: 

2.1.2.1 Model Kemasyarakatan 

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan 

bermasyarakat disebut model kemasyarakatan. Dalam kajian sosiologi hukum sering 

digunakan beberapa istilah, yaitu: 

Interaksi sosial adalah suatu kehidupan bersama yang menunjukkan 

dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami 

perkembangan karena interaksi sosial sebagai aspek inti bagi berlangsungnya 

kehidupan bersama. Kalau interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat 

hidup dengan tenang. Mereka dapat memperoleh hubungan baik melalui interkasi 

antar sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi melalui interaksi maupun dalam 

bentuk bekerjasama. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dalam bentuk apapun 

dapat diselesaikan dengan interaksi.
14

 Schaefer berpendapat bahwa sosiologi 

memusatkan perhatian terhadap interaksi sosial manusia dan dampak dari interaksi 

sosial tersebut, atau sosiologi merupakan studi sistematis tentang interkasi sosial dan 

kelompok manusia. Allan G. Jhonson mengutip Simmel, mengatakan bahwa 

kehidupan sosial merupakan pola-pola interaksi yang kompleks antarindividu. Untuk 

memahami kehidupan sosial, kita harus memberikan perhatian terhadap interaksi 

sosial, karena interaksi sosial merupakan proses yang dinamis dan setiap orang 

berbuat dan terlibat dalam proses tersebut. Itulah yang disebut relasi dengan orang 

lain.
15

 

                                                             
13

Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, h. 129-130. 

14
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 17-18. 

15
Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi (Cet. 1; Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2014), h.4-5. 
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Sistem Sosial, apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang 

lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya karena sistem sosial sebagai 

keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, 

sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan yang harus di jaga dan di 

pelihara demi menjaga keutuhan sistem. Perubahan Sosial adalah segala perubahan 

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-

pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat 

2.2.2.2 Struktur Sosial 

Struktur Sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-

unsur sosial (kaidah atau lapisan sosial). Hukum sebagai suatu lembaga 

kemasyarakatan bertujuan serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia 

dalam mewujudkan ketertiban. Suatu kehidupan bersama akan tercapai dan 

terpelihara bila ada unsur-unsur kekuatan yang mengikutinya. Salah satu unsur 

pengikatnya adalah adanya kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan senantiasa ada di 

dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang bersifat sederhana (tradisional) 

maupun masyarakat yang bersifat kompleks (modern) susunannya. 

Perilaku, hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan 

yang baik lagi terpuji oleh akal dan syara’, tingkah laku itu dinamakan akhlak yang 

baik. Sebaliknya bila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, tingkah laku itu 

dinamakan akhlak yang buruk. Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan 

melalui dua pendekatan yaitu: pertama, rangsangan adalah perilaku manusia yang 

terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan melalui tanya-jawab, 

mencontoh, latihan dan sebagainya. Kedua, kognitif adalah penyampaian informasi 

berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Alhadis, teori-teori, dan konsep-konsep. Hal 



13 
 

 
 

dimaksud dapat diwujudkan melalui dakwah, ceramah, diskusi, drama dan 

sebagainya.
16

  

Dilihat dari perkembangan saat ini, “modernitas” tidak menunjukkan 

kekecewaan dan kemarahan yang tumbuh di dalamnya. Sebaliknya, teori modernitas 

selalu mengasumsikan adanya hasil yang menggembirakan. Kini sebagian besar 

orang tidak menyukai pekerjaannya (bagi yang mempunyai pekerjaan), jarang yang 

menemukan kedamaian dikehidupan keluarga mereka (bagi yang memeiliki 

kehidupan keluarga). Teori medernitas sama sekali tidak mengetahui kemungkinan 

bahwa kapitalisme industrial akan gagal memecahkan masalah sosial dan pribadi. 

Marx berpikir bahwa modernitas akan memecahkan masalah sosial dan membuat 

orang merasa puas. Namun modernitas baginya adalah sosialisme dan komunisme 

bukan kapitalisme.
17

 Untuk dapat memahami kesadaran hukum masyarakat perlu 

dikaji perasaan hukum pada masing-masing individu dalam masyarakat.
18

 

2.2 Tinjauan Konseptual 

Untuk menghindari interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, 

maka ada beberapa istilah yang perlu didefenisikan secara operasional. Adapun 

istilah-istilah yang dimaksud adalah: 

Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan 

perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan 

perubahannya.
19

 Hukum adalah peraturan ketentuan atau adat yang secara resmi di 

anggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah.
20

 Nikah Paksa 

                                                             
16

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, h. 19-22. 

17
Ben Agger, Teori Sosial Kritis (Cet. 1; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), h. 81-82. 

18
Munir Faudy, Teori-Teori Sosiologi Hukum (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2011), h. 263. 

19
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4 (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008),  h.1332. 

20
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4, h. 510. 
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adalah nikah yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi 

di paksa oleh wali atau keluarga.
21

 Nikah paksa dalam masyarakat Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang, penulis perlu menganalisis kasus tersebut melalui tinjauan 

Sosiologi Hukum agar bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembaca. Karena 

jika dari segi hukum Islam, ternyata tidak masalah atau dibolehkan jika anak 

perempuan dijodohkan. Menurut Imam Syafi’i dibolehkan wali nikah menjodohkan 

anak gadisnya, karena jika dimintai persetujuan dari calon mempelai wanita, 

tentunya tidak beda dengan janda yang harus mempertegas setuju atau tidaknya 

untuk melangsungkan pernikahan. Emansipasi wanita dalam proses perubahan 

kemasyarakatan dan pengaruhnya dalam hukum perkawinan nasional, pembaharuan 

hukum pidana di Indonesia, membawa pengaruh secara timbal balik dengan 

perubahan-perubahan sosial yang terjadi, yang cukup relevan bagi studi sosiologi 

hukum pidana, khususnya dalam rangka mencari cara efektif untuk menanggulangi 

kejahatan dengan hukum pidana nasional yang selaras dengan watak, budaya dan 

tuntutan masyarakat Indonesia yang sedang membangun.
22

 

2.3.1 Konsep Nikah Paksa 

2.3.1.1 Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya 

Pernikahan pada dasarnya merupakan akad antara laki-laki dan perempuan 

untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam.
23

 Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. 

Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul 

                                                             
21

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4, h. 639. 

22
Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum (Cet. 1; Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 139. 

23
Ahmad Rifa’i Rif’an, Tuhan, Maaf Kami sedang Sibuk (Cet. 13; Jakarta: PT Alex Media 

Komputindo, 2015), 113. 
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secara syar’i.
24

 Nikah (kawin) ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi 

(mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal 

hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.
25

 

Akad artinya perjanjian sedangkan nikah artinya perkawinan. Jadi akad nikah berarti 

perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi).
26

 Perkawinan 

di sebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa 

artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh 

(wathi).
27

 

Bepasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. 

bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan 

hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar 

dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-

baiknya
28

. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh 

ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

Allah swt. berfirman dalam QS. Ad-Dzariyat/51: 49. 

 َ ََ َ  َ َ َ 
Terjemahnya: 
 

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat 
(kebesaran Allah). 
 
Dan dalam QS. Yasin/36: 36. 

                                                             
24

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Cet. II; Jakarta: DarulFikir, 2011), 

h.46. 

25
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3 (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 193. 

26
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. 4; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h.1. 

27
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet.3; Jakarta: Kencana, 2008), h.8. 

28
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3. h. 193. 
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   َ ََ  ََ َ  َ َ َ َ  ََ

 ََََ 

Terjemahnya: 
 
Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, 
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari 
apa yang mereka ketahui. 

Menurut al-Qurthubi orang yang telah mampu dan takut pula akan  merusak 

jiwanya dan agamanya harus berkeluarga. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-

Nuur/24: 33: 

  َ َََ ََ   َََ   َ...ََََ

Terjemahnya: 

dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) 
nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

29
 

Pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pasal 2 dan 3 sebagai berikut: 

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat 

kuat atau mutsqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah.
30

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan terdapat pada pasal 1 tentang dasar perkawinan. Perkawinan adalah 

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 

                                                             
29

M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Cet. 2; Jakarta: Prenada 

Media Group, 2006), h.7. 

30
Departemen Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, 

2000), h. 14. 
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tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
31

 

Rumusan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan 

disebutkan pada pasal 2 Undang-undang Perkawinan 1974, sebagai berikut: (1) 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
32

 Menurut penulis akad nikah adalah perjanjian 

dalam pernikahan, ketika ada perjanjian maka lahirlah hak dan kewajiban suami istri 

dalam berkeluarga. 

2.3.1.2 Pengertian Nikah Paksa 

Perkataan nikah merupakan perkataan umum bagi masyarakat di Indonesia. 

Nikah adalah perjodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. 

Sedangkan kata paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan 

sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Menurut istilah adalah perbuatan 

(seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau 

harus...). Misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, 

melakukan tekanan (desakan). Nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak 

calon mempelai perempuan dan laki-laki karena ada faktor yang mendesak, 

menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) 

tersebut serta tidak ada kemauan murni dari salah satu atau kedua calon mempelai itu 

di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Kata nikah paksa juga dikenal 

dengan istilah nikah ijbar berawal dari kata ajbara-yujbiru-ijbaaran. Kata ini 

                                                             
31

Jaenal Aripin, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Cet.1; Jakarta: 

Kencana, 2010), 599. 

32
Taufiqurrohman Sahuri, Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. 2; Jakarta: 

Kencana, 2013), h.167. 
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memiliki arti yang sama dengan akraha, arghama, dan alzama wa qasran. Artinya 

pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa.  

Mengenai kriteria nikah paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena 

paksaan orang tuanya, sedangkan anaknya sendiri itu tidak mau tetapi orang tuanya 

memaksanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad saw, 

 
Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada 
Rasulullah saw, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah 
menikahkannya padahal ia tidak suka. Maka Nabi saw memberinya hak 
pilihan. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni).

33
 

 
Yahya menyampaikan kepadaku hadis dari Malik bahwa ia telah mendengar 
al-Qasim ibn Muhammad dan Salim Ibn ‘Abdullah akan menikahkan anaknya 
tanpa berkonsultasi dengan mereka.

34
 

2.3.1.3 Tujuan Pernikahan 

Tujuan pernikahan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat 

pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk mengabdikan 

dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan 

naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas 

hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt. mengatur hidup 

manusia dengan aturan perkawinan. 

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu 

mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya 

ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan 

                                                             
33

Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munakahat, h.16. 

34
Imam Malik Ibn Anas, Al-Muwatta’ Imam Malik Ibn Anas, Terj. Dwi Surya Atmaja (Cet. 1; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 280. 



19 
 

 
 

orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi 

petunjuk agama. 

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada QS. Ali Imran/3: 14: 

 َ َ ََ َ َ   َ   َ َ
 

Terjemahnya: 
 
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak…

35
 

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta 

wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia 

mempunyai fitra mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada QS. Ar-

Rum/30 ayat 30: 

 َ َ َ ََ  ََ َ  َ َ  َََ ََََ

 َََ َ  َ ََ َ 

Terjemahnya: 

 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah 
atas) firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 
ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.

36
 

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam 

Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu 

dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 

2.3.1.3.1 Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan 

                                                             
35

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Srabaya: 

HALIM Publishing & Distribututing, 2014), h. 51. 
36

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h.407. 



20 
 

 
 

Memperoleh anak karena anaklah pernikahan diselenggarakan dengan tujuan 

melestarikan keturunan.
37

 Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia 

mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak 

keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran 

keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup 

manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat di 

capai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan 

bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh 

kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup 

rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak. 

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang 

tidak mandul: 

Perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik mandul 
(HR. Ibnu Hibban). 

Alquran juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugerahi 

putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-

Furqan/25: 74: 

  ََ  ََ ََ َ   َ ََ.... 

Terjemahnya: 

 

Dan orang-orang yang berkata: ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami 
istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)…

38
 

 Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai 

pembantu-pembantu dalam hidup di dunia. Bahkan akan memberi tambahan amal 

                                                             

37
Majid Sulaiman Daudin, Hanya Untuk Suami (Cet. 4; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 

17. 

38
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 365. 
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kebajikan di akhirat nanti, manakalah dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh, 

sebagaimana sabda Nabi saw yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 

Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: 
shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu 
mendoakannya (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

39
 

 Begitu besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga 

diterangkan dalam hadist Nabi saw. bahwa seorang yang kehilangan putranya yang 

masih kecil akan dimasukkan ke dalam surga dan akan terlepas dari api neraka, 

sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas: 

Tiada seorang muslim kematian anak yang belum baligh, melainkan Allah 
swt akan memasukkan ke dalam surga karena karunia rahmat Allah swt 
terhadap anak-anak itu.

40
 

Juga hadist riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah: 

Tiada seorang muslim kematian tiga anak lalu akan tersentuh oleh api neraka, 
kecuali sekedar untuk menempati sumpah Tuhan.

41
 

2.3.1.3.2 Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang berdasarkan 

Tanggung Jawab 

Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh 

dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria 

dan wanita, sebagaimana firman Allah swt pada surah Ali Imran ayat 14 tersebut di 

muka. Oleh alquran dilakukan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang 

satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada QS. al-Baqarah/2 187 yang 

menyatakan: 

  َ َ  ََ ََ َََ ََ  َ َ 

Terjemahnya: 
 
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-
istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian 
bagi mereka…

42
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Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munakahat, h.18. 
40

Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munakahat, h.18. 
41

Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munakahat, h.18. 
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Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 29. 
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 Allah swt mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi 

kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran, seperti 

dinyatakan ayat selanjutnya. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri 

seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita 

secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di 

luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang 

layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh norma. Satu-satunya 

norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang 

mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta 

dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melakukan kewajiban. 

2.3.1.3.3 Memelihara Diri dari Kerusakan 

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan 

hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. 

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan 

mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan 

dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena menusia mempunyai 

nafsu, sedangkan nafsu itu  condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak 

baik, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Yusuf/12: 53: 

.....ََ َ  ََ....َََ 

Terjemahnya: 

…sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan…
43

 

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah 

menyalurkannya dengan baik, yakni dengan pernikahan, pernikahan dapat 
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23 
 

 
 

mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual; 

seperti tersebut dalam hadist Nabi saw: 

وْمِ،َفاَءِنَّهَُلهََُوِجَاءُ.َامَعْشَرَالشَّباَبِ!مَنَِأسْتطََاعََمِنْكُمَُيََ جْ،َفعَلَيَْهَِبصَِّ الْباَءَةفَلَْيتَزََوَّ  
Artinya: 

 
Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu 
nikah/kawin, maka hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab, 
sesungguhnya tingkah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih 
dapat menjaga farji (kemaluan). Dan barangsiapa tidak mampu, maka 
haruslah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa bagi farji, adalah peredam 
syahwat.

44
 

Hadis di atas mmenyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu dapat 

mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan. 

2.3.1.3.4 Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang 

Halal 

Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan 

kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin di banding 

dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-

orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan 

keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari 

depannya. Mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan 

bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui 

bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah 

tangganya. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, 

jerih payah dalam usaha dan upaya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang 

dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui 
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rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta 

berusaha mencari harta yang halal. 

2.3.1.3.5 Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang 

Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang 

Manusia dalam kehidupan memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. 

Ketenangan dan ketentaraman untuk mencapai kebagiaan. Kebahagiaan masyarakat 

dapat di capai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam 

keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting 

dalam penentukan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan 

ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara 

suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya 

kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. 

Allah menjadikan unit keluarga yang di bina dengan perkawinan antara  suami istri 

dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan 

kasih sayang sesama warganya. Demikian diungkapkan dalam QS. Ar-Rum/30: 21: 

 َ  َََََ َ  َََ  َ  َ َ

  َََََ َ َ  َََََ

Terjemahnya: 

 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.

45
 

2.3.1.4 Prinsip-Prinsip Pernikahan 

 Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain: 

2.3.1.4.1 Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama 
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Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa pernikahan adalah 

sunnah Nabi. Itu berarti melaksanakan pernikahan itu pada hakikatnya merupakan 

pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur pernikahan itu memberi batasan 

rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak 

dipenuhi, maka pernikahan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi 

ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam 

pernikahan, dan juga harus adanya kemampuan. 

2.3.1.4.2 Kerelaan dan Persetujuan 

Untuk kesempurnaan itu perlu adanya Khitbah atau peminangan yang 

merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan pernikahan, sehingga semua 

pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon 

suami dan wali jelas dapat di lihat dan di dengar dari tindakan dan ucapannya, 

sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan 

yang berbeda dengan pria, dapat di lihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak 

memberikan reaksi penolakan di pandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi 

bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas seperti sabda Nabi saw. Yang 

diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Bersabda: 

َ َالْبِكْرَحَت ى َمَرَوَلاتَنَْكِحُ َ َتسَْتأَ َحَتَّى َاليْمَ َِلا ت نْكِحُ َاللَّّ َقلَوُْاياَرَسُولُ َأِدنْهُا؟أَِنََْتسَْتأَذنََ وَكَيْفَ

 تسَكُتْ.

Artinya: 

 

Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan 
dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat 
bertanya: ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Apabila ia diam. 
(Muttafaq ‘alaih).

46
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 Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri diperhatikan oleh 

wali. Dalam salah satu riwayat Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat 

yang tidak mendapat persetujuan dari calon istri yang bernama Khunsak. Sedang ia 

seorang janda (tsayyib). Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. riwayat dari Ibn 

Abbas ra.: 

َبنِفَْسِهَاَمِنَْوَلِي ِهَاَوالْبِكْرُتسُْتأَمَْرُوَاِذنْهَُاسُكُوْتهَُا.  الثَّي ِبَُاحََقُّ
Artinya: 

Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) 
dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam. 
(Riwayat Muslim)

 47
 

Berdasarkan kutipan hadis di atas, kompilasi merumuskannya dalam pasal 16 

ayat (2): “bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas 

dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti 

selama tidak ada penolakan yang tegas”. Hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dan 

Ibnu Majalah dari Ibnu Abbas: 

َعليهَوسل مَفذَكََرَتَْلهََُانََْأبَاَهَاَزَوْجِهَاَعَنَْابَِْ َِصلىَاللَّّ نَِعَبَّسٍَر.ع.َانََْجَرِيةَََبِكْرًااتَتََْرَسُولَُاللَّّ

.َ)رواهَاحمدوابوداودوابنَماجه(.  وَهِيََكَارَهَةََفجََيَّرَالنَّبىِ 
Artinya: 
 

Dari Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan bahwa seseorang budak yang masih gadis 
datang kepada Nabi saw dan menyebutkan bahwa ayahnya telah 
menikahkannya sedang ia tidak menyetujuinya: maka Nabi menyuruh 
memilih (untuk menolak atau menerima).

 48
 

 Melihat hal tersebut, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak 

merupakan hal yang penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin 

wali. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia kedudukan wali sangat penting 

sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal. 
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Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat 

menanyakan kepada mereka. Sebagaimana di atur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum 

Islam: (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah 

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. 

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu mempelai maka 

perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita 

tuna wicara dan tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat 

yang di mengerti. Ketentuan tersebut, dapat juga dipahami sebagai antitesis terhadap 

sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa, wali memaksa anak 

perempuannya dikawinkan dengan laki-laki, masih dibenarkan. Padahal sebenarnya 

jauh-jauh hari Rasul telah memberi petunjuk dalam masalah ini. Riwayat dari Ibn 

Abbas menceritakan: 

جَهَاوَهِيََكَارِهَة َفخََيَّرَهَارَسُوْلَُ جَهَاوَّ َابَاَهَازَوَّ َصلمَفذَكََرَتَْانََّ َجَارِيةَََبِكْرٍاتَتََِالنَّبيَِّ َِاِنَّ اللَّّ

 صلم.
Artinya: 

Seorang gadis datang kepada Nabi saw. dan mengadu bahwa bapaknya telah 
mengawinkannya (dengan seorang laki-laki), sementara dia sendiri tidak suka 
(karihah). Maka Rasulullah saw. menganjurkannya untuk memilih. (Riwayat 
Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah).

 49
 

Mengomentari hadis tersebut, Muhammad Ibn Ismail al-San’any (w. 1059 

M/1182 H) menyimpulkan bahwa hadis tersebut menunjuk haramnya pemaksaan 

ayah terhadap anaknya yang masih gadis (perawan) untuk kawin. Tetapi al-Baihaqy 

mendukung pendapat al-Syafi’i yang menilai bahwa hadis Ibn Abbas di atas, laki-

laki yang dijodohkannya tidak sesuai (kufu). Dengan kata lain, Al-Syafi’i 

membolehkan seorang Ayah memaksa kawin anak gadisnya, apabila laki-laki calon 
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suaminya sesuai (kufu). Dalam konteks kehidupan sekarang ini, pendapat imam 

Syafi’i, telah kehilangan relevansinya. 

2.3.1.4.3 Pernikahan untuk selamanya 

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, 

ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat di capai hanya 

dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam 

waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar 

kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga 

nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan 

mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri. 

Dengan disabdakan oleh Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin 

Syu’bah: 

َِصلى َرَسُوْلَُاللَّّ ََفقَاَلََلهَُ َخَطَبََاِمْرَاةَ َانَُّهَ َبْنَِشُعْبةََ َوََسَل مَأنْظِرَتََْعَنَِالمُغيَْرَةِ َعَليَْهِ اللّ 

َبيَْنكَُمَاَ)رواهَالنسائَوابنَماَجهَوالترَمذ َيؤَُدَّمَ َأحَْرَىَأنَْ َفأَِنَّهُ َاِليَْهَا ىَالِيَْهَا؟َقاَلَ:َلَا،َقاَلؤَانُْظُرْ

 وحسنه(

Artinya: 
 

Dari Al-Mughirah bin Syu’bah, bahwa ia meminang seorang wanita maka 
bersabda Nabi kepadanya: apakah engkau melihat kepadanya? Berkata Al-
Mughirah “tidak”. Bersabda Nabi: “lihatlah kepadanya, karena dengan 
melihatnya sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan 
antara keduanya.

50
 

2.3.1.4.4 Suami Sebagai Penaggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga 

Sekalipun suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, 

namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi 

dari istri,
 
sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 34: 
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  ََ َ  ََ ََ  َ َ َ َ ََ

  َ.... 
Terjemahnya: 

 
Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...

51
 

2.3.2 Konsep Sosiologi Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah ilmu yang memperlajari struktur 

sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial.
52

 

Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum 

berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. 

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga 

kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-

kaidah, pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok 

manusia.
53

 Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara 

analitis empiris mengalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 

dengan gejala-gejala sosial.
54

 Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan 

yang secara teoritis analisis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain 

terhadap hukum, dan sebaliknya.
55

 Kontrol sosial ialah pengawasan/pengendalian 

oleh masyarakat terhadap tingkah laku individu berupa kantrol psikologis dan 
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nonfisik, ini merupakan tekanan mental terhadap individu sehingga individu akan 

bersikap dan bertindak sesuai penilaian masyarakat (kelompok), tersebut.
56

 

Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan 

penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. 

Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari 

studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi.
57

 Yuridis empiris atau 

yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari 

fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, 

adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari 

pendidikan hukum. Pernyataan ini dikemukakan atas asumsi bahwa sosiologi hukum 

dapat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau 

membuat: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (revealing), dan (4) 

prediksi. Kalau keempat hal tersebut merupakan tuntutan ilmu pengetahuan hukum 

saat ini sebagai dampak “ modernisasi”, maka harus di akui dengan jujur bahwa 

pendidikan hukum dalam kajian jurisprudance model: rules (normative), logic, 

practical, dan decision yang bersifat terapan, tidak mampu memberikan pemahaman 

hukum yang utuh.
58

 

2.4 Kerangka Fikir 

Perilaku Menurut Skinner (2003), seperti yang di kutip oleh Natoatmodjo, 

merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses 
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adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, 

maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus-Organisme-Respon.
59

 

Arti kata di atas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: Stimulus adalah 

perangsang organisme
60

, Organisme adalah segala jenis makhluk hidup termasuk 

manusia
61

, Respons adalah tanggapan; reaksi; jawaban
62

. Dalam hal ini, di samping 

mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat mengenai dampak dan faktor 

yang mempengaruhi terjadinya pernikahan secara paksa pada Masyarakat Watang 

Sawitto Kabupaten Pinrang. Penulis tentunya meninjau melalui tinjauan Sosiologi 

Hukum yaitu menginterpretasikan bagaimana orang tua mendorong atau merangsang 

(Stimulus) anaknya untuk menikah dan bagaimana reaksi (respons) anak perempuan 

yang merasa di paksa tersebut sebelum (pranikah) sampai setelah menikah. 

2.5 Bagan Kerangka Fikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks 

sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan informan terkait dengan fenomena yang di teliti. 

Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. 

Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa salah satu keistimewaan studi kasus 

merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan 

informan.
63

 Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-

numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan 

fenomena yang diamati.
64

 Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti. 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan 

waktu pelaksanaan ± (kurang lebih) selama 1 bulan. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah tinjauan sosiologi hukum terhadap kasus nikah paksa 

yang telah terjadi di Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah empiris/lapangan (field 

research). Penelitian empiris memberikan arti penting pada langkah-langkah 

observasi dan analisis yang bersifat kualitatif. Empiris digunakan untuk menganalisa 

hukum yang di lihat dalam perkembangan masyarakat, yaitu pada bidang 

kekeluargaan. Dengan adanya tipe ini penulis meninjau dari segi segala 

masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat pada 

berbagai kehidupan sosial. Sumber data yang diperlukan untuk di himpun dan di olah 

dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer 

 Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh 

langsung dari sumbernya
65

 yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis 

data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai faktor dan dampak yang terjadi 

dalam masyarakat. Maka selanjutnya para pihak yang dijadikan informasi penelitian 

adalah sebagai berikut : 

3.3.1.1 Anak perempuan yang dipaksa menikah 

3.3.1.2 Keluarga/Orang tua 

3.3.1.3 Tokoh Masyarakat/Imam Mesjid 

3.3.1.4 Warga Masyarakat 

3.3.1.5 Sahabat Korban 
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3.3.2 Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, berupa publikasi dan laporan,
66

 artinya bukan penelitian yang penulis sementara 

teliti. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh mahasiswa, 

lembaga-lembaga ataupun organisasi berbagai teori dan informasi yang diperoleh 

tidak langsung dari sumbernya serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai 

perkawinan dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan 

penelitian. 

3.3.2.1 Alquran 

3.3.2.2 Hadis 

3.3.2.3 Buku-buku 

3.3.2.4 Internet (blogspot, wikipedia, ensiklopedia dll) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi  

Observasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaksana penelitian 

kualitatif untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dengan 

menggunakan alat bantu atau tidak. Di dalam observasi, ada kemungkinan 

interpretasi tidak perlu dilakukan pada saat yang bersamaan, meskipun ada juga yang 

menghendaki bersama-sama. Apabila interpretasi dilakukan setelah pengamatan 

maka hal ini disebut high-infrence observation. Kegiatan interpretasi yang tidak 

dilakukan secara bersama-sama dengan observasi, maka data yang direkam hanyalah 

fakta. Akan tetapi, apabila kedua proses itu dilakukan secara bersama-sama maka 

selain fakta yang dihasilkan juga hasil interpretasi berupa pemahaman terhadap fakta 

dan data. Penerapan fokus observasi perlu dilakukan agar segala yang hendak 
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diamati tidak terlewatkan. Dengan kata lain, titik incar yang menjadi fokus observasi 

benar-benar teramati dengan baik.
67

 

3.5.2 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
68

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah 

penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksudkan di sini adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa buku, novel/cerpen, album foto, 

dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik yang di teliti
 69

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang 

sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya 

terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir 

penelitian.
70

 Menurut Miles dan Huberman, ada tiga teknik kegiatan analisis data 

kualitatif yaitu: 
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6.1 Reduksi Data  

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menanamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

3.6.1 Penyajian Data  

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk 

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. 

3.6.2 Penarikan/verifikasi Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan.
71
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana 

pembahasannya meliputi tinjauan Sosiologi Hukum dalam Kasus Nikah Paksa di 

Watang Sawitto dan faktor penyebab terjadinya Nikah Paksa serta dampak dari 

Nikah Paksa. Adapun pembahasannya akan dibahas secara rinci sebagai berikut: 

4.1 Tinjauan Sosiologi Hukum dalam Kasus Nikah Paksa di Watang Sawitto 

4.1.1 Model Kemasyarakatan 

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
72

 Nikah paksa di 

Indonesia telah dikenal sejak dahulu namun pada pemahaman masyarakat masih 

beraneka ragam, hal tersebut terjadi dikalangan masyarakat awam yang tidak paham 

akan bagaiamana nikah paksa tersebut. Dalam sebagian masyarakat Indonesia masih 

banyak anggapan bahwa jodoh untuk anak laki-laki ditetapkan oleh Tuhan, 

sedangkan jodoh untuk anak perempuan merupakan urusan orang tua. Dalam 

masyarakat Muslim masih banyak yang terjadi pola pemaksaan perkawinan terhadap 

anak oleh orang tua atau walinya. Seorang bapak atau kakek memaksa anak 

perempuannya yang masih perawan menikah dengan seorang lelaki pilihan bapak 

atau kakeknya. 

Umumnya masyarakat di Kabupaten Pinrang mempunyai beberapa istilah 

untuk melihat derajat kehormatan seseorang dalam hal ini orang tersebut disapa 

dengan istilah “Bangsawan, Andi, atau Bau”. Dengan sapaan tersebut masyarakat 
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kabupaten Pinrang sudah mengetahui derajat seseorang. Dalam hal pernikahan, 

keluarga yang mempunyai keturunan “Bangsawan, Andi, atau Bau” biasanya tidak 

ingin menikahkan anaknya dengan orang yang tidak mempunyai derajat yang sama 

dengannya. Karena derajat tersebut dikategorikan tinggi.  

 Fenomena yang terjadi pada kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang 

pada praktik pernikahan secara paksa yang dilandasi oleh beberapa faktor 

diantaranya faktor orang tua yang pada umumnya menikahkan anaknya dikarenakan 

faktor adat dan kekeluargaan atau ingin mendekatkan keluarga yang telah jauh. 

Namun ada juga beberapa orang tua yang menikahkan anaknya dengan alasan karena 

takut anaknya tidak memperoleh pendamping yang bertanggungjawab dan baik atau 

sesuai dengan yang diinginkan orang tua serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi. 

Pemaksaan Pernikahan terhadap para anak perempuan ini membuat mereka merasa 

takut dan merasa diperlakukan tidak adil. Dalam konteks Indonesia, orang tua 

melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuannya mendasarkan 

tindakannya kepada kitab-kitab fikih dari Mazhab Syafi’ii. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelusuran yang mendalam bagaimana pemikiran fikih Syafi’ii dalam 

masalah ini. 

Berikut ungkapan dari bapak Sakir selaku kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) kecamatan Watang Sawitto memaparkan bahwa: 

“Pernikahan atau perjodohan atas keinginan orang tua di sini memang banyak 
yang terjadi dan termasuk salah satu adat kebiasaan masyarakat Bugis. 
Artinya orang tua menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya bukan 
pilihan anak. Misalkan bukan kemauan dan pilihan anak dari awal tapi orang 
tua yang mau menikahkan sehingga anaknya mengikut dan terpaksa. Memang 
anak tidak pernah dimintai persetujuan tapi sudah dimintai persetujuan dari 
pihak yang bertugas. Pihak KUA tidak mungkin melayani administrasinya 
jika tidak mengatakan Ok dan tanda tangan. Dampak pernikahannya bisa 
menimbulkan perceraian oleh karena terbakar kecemburuan pada saat dia 
kenal calonnya dibandingkan dengan orang yang sudah kenal dari awal. 
Bagaimanapun mereka lebih bisa bersifat dewasa menyikapi kalau memang 
sudah tahu dibandingkan dengan orang yang tidak tahu sebelumnya. Orang 
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tua memilihkan anaknya calon pasti karena menganggap bahwa calonnya itu 
baik.

73
 

Paparan oleh kepala KUA di atas dapat dipahami bahwa pernikahan pilihan 

orang tua memang banyak terjadi dan telah temasuk ke dalam adat yang berkembang 

pada masyarakat Bugis. Orang tua tidak meminta persetujuan dari anak sehingga 

anak merasa terpaksa dan pasrah dalam melakukan pernikahan. Kemudian dampak 

yang akan ditimbulkan dari pernikahan secara paksa yaitu perpisahan atau 

perceraian. Tujuan orang tua menikahkan anaknya karena berpikir bahwa calon yang 

dipilihkannya adalah yang terbaik untuk anak. Pernikahan seperti ini sah dalam 

pelaksanaan namun berimbas pada pasangan tersebut tergantung bagaimana mereka 

menyikapi. 

Masyarakat Pinrang lebih dominan menggunakan mazhab Syafi’i yakni 

dalam hal pernikahan dibolehkan anak perempuan dinikahkan oleh orang tuanya 

tetapi tidak dengan janda. Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan orang 

tuanya. Ketika membahas permasalahan hak ijbar ini, al-Umm, Imam Syafi’i 

menjelaskan hadis tentang kondisi pernikahan ‘Aisyah dengan Nabi saw sebagai 

berikut: 

“Pernikahan Abu Bakar terhadap ‘Aisyah, putrinya kepada Nabi saw. ketika 
berumur enam tahun dan berumah tangga ketika berumur sembilan tahun 
menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum 
baligh) daripada anak gadisnya sendiri. Ketika anak gadisnya telah baligh, 
maka anak tersebut lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya. Ungkapan ini 
seakan memberi pemahaman bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan 
anak gadisnya sampai dia baligh, dan pada usia baligh ini harus ada izin dari 
anak gadisnya (apabila hendak menikahkannya).”

74
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Berdasarkan keterangan Imam Syafi’i di atas dapat diambil pelajaran bahwa 

ketika seorang anak perempuan belum baligh, maka ayahnya lebih berhak atas diri 

anak perempuannya daripada dirinya sendiri. Namun ketika anak gadis tersebut telah 

mencapai usia baligh, maka dia lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya. 

Seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dengan 

cara paksa, tapi harus atas izin dan kerelaan anak gadisnya. 

Singkat dari Sekretaris Lurah di Watang Sawitto yang bernama bapak Atry 

mengatakan bahwa: 

“Orang tua tidak mau melihat anaknya susah dan pasti orang tua 
menginginkan supaya mendapatkan yang terbaik”

75
 

Pernyataan ini menjelaskan alasan orang tua menikahkan anaknya secara 

paksa karena tidak ingin anaknya mendapatkan lelaki yang tidak bertanggungjawab 

dan tentu orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak. 

Ditambahkan oleh bapak Sibali sebagai salah satu tokoh masyarakat yang 

sudah lanjut usia, sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya bersekolah, 

memberikan pernyataan dalam bahasa Bugis bahwa: 

“riolo maega memang tau botting makkoro nak nasaba pallikkai (pajjokka), 
iyaro biasa lisu doina burane narekko de ipoji ii pole makkunrai. Iyaro 
tujuanna tomatoae nak, melo ipasipoji.”

76
 (Dulu memang banyak yang terjadi 

pernikahan seperti itu karena suka jalan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, 
resikonya uang panai biasa kembali jika mereka tidak saling suka. Tujuannya 
orang tua menikahkan supaya mereka saling suka”). 

Pernyataan oleh bapak Sibali sebagai orang yang sudah lanjut usia, dapat 

dipahami bahwa pernikahan paksa banyak yang terjadi karena anak perempuan suka 

jalan pada hal-hal yang bermanfaat sehingga orang tua memilih jalan yang terbaik 

untuk menikahkan anaknya. Dan resikonya uang panai dikembalikan oleh 
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perempuan jika dia tidak suka. Orang tua menginginkan bahwa dengan 

menikahkannya mereka akan saling suka. 

Ustadz Ridwan selaku Imam Mesjid Raya di Kelurahan Penrang mengatakan 

bahwa: 

“Yaa memang di sini ada beberapa yang terjadi kasus nikah paksa kalau 
orang tuanya matre (mata recehan).”

77
 

Singkat pernyataan diatas menjelaskan faktor penyebab orang tua 

menikahkan anaknya untuk menikah karena faktor ekonomi. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan Suriyanti selaku istri Pak Lurah 

di Kelurahan Sipatokkong berpendapat bahwa: 

“pernikahan secara paksa biasa terjadi karena orang tua takut jika anaknya 
tidak mendapat pendamping hidup jadi terpaksa anaknya dinikahkan, 
kemudian setelah menikah satu atau dua hari anak itu lari. Anak melakukan 
sekedar memenuhi keinginan orang tua.”

78
 

Pernyataan dari istri pak Lurah di atas, dapat dipahami bahwa yang 

menyebabkan orang tua memaksa anaknya untuk menikah karena takut jika suatu 

hari nanti anaknya menjadi perawan tua dan tidak memperoleh pendamping hidup. 

Anak tersebut melakukannya agar keinginan orang tua terpenuhi kemudian setelah 

pernikahannya anak ini meninggalkan rumah. 

Di Kecamatan ini pernikahan yang dilakukan secara paksa menurut salah satu 

masyarakat yang menyaksikan hal tersebut memberikan pendapatnya bahwa nikah 

paksa bukanlah termasuk adat dari masyarakat melainkan ada dari beberapa keluarga 

yang mempraktikkan hal seperti nikah paksa. Ungkapan dari Siti Sri Cahyani selaku 

penduduk disalah satu kelurahan di Kecamatan Sawitto yaitu Kelurahan Sipatokkong 

mengatakan bahwa: 
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 “Kalau pernikahan seperti itu di sini sebenarnya bukan adat namun memang 
ada beberapa keluarga yang menikahkan anaknya meskipun ada pacarnya. 
Tapi kalau adami yang melamar dan baik pasti diterima meskipun mereka 
tidak pacaran”.

79
 

Keterangan di atas menandakan bahwa memang ada beberapa kasus nikah 

paksa yang terjadi di kecamatan Watang Sawitto. Meskipun anak mempunyai pacar 

namun jika sudah ada yang datang meng-khitbah dan menurut orang tua baik, orang 

tua pasti menerima lamaran tersebut. Pernikahan tidak dilandasi dari rasa cinta dari 

anak namun hal ini terjadi karena  keinginan orang tua. 

Menurut Bu Hj. Rusni S.Pd.I selaku staff KUA di Watang Sawitto dan 

sebagai salah satu masyarakat yang tinggal di Kelurahan Jaya mengatakan bahwa: 

“Pernikahan secara paksa sebenarnya itu tidak benar dilakukan tapi orang tua 
biasanya takut menolak kalau sudah ada yang melamar, kalau menolak ada 
hal-hal yang berbahaya. Dampak yang terjadi pada pasangan itu hanya dua, 
berdampak positif dan negatif tergantung mereka yang menjalani.”

80
 

Maksud dari pernyataan di atas bahwa nikah paksa tidak benar untuk 

dilakukan menurut syariat Islam karena tidak memenuhi prinsip pernikahan namun 

hal ini tetap terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Artinya apabila 

orang tua menolak lamaran dari laki-laki yang datang akan terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti anak terlalu suka kepada laki-laki yang ditolak. Dampaknya 

kepada pasangan tersebut tergantung mereka yang menjalani karena yang biasa 

terjadi juga akhirnya bisa menerima suaminya. 

Salah satu tokoh masyarakat di Awang-awang bernama bapak Jupri Basri 

mengemukakan bahwa: 

“Nikah paksa dulu di sini banyak yang terjadi namun setelah perkembangan 
zaman sudah berkurang yang melakukan. Hal ini terjadi karena faktor 
kekeluargaan, keturunan dan agama. Tindakan anak hanya dua yaitu pasrah 
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dan mengamuk kalau memang tidak bisa terima. Tujuan orang tua 
menikahkan anaknya supaya anaknya bahagia dan sukses.”

81
 

Menurut pernyataan di atas bahwa kasus nikah paksa dahulu banyak yang 

terjadi namun seiring perkembangannya zaman akhir-akhir ini atau istilah anak-anak 

sekarang disebut dengan istilah “jaman now” (zaman sekarang) kasus nikah paksa 

sudah berkurang. Penyebabnya pernikahan seperti ini terjadi karena ingin 

mendekatkan keluarga yang jauh, karena faktor keturunan, dan akhlak. Dan tindakan 

anak setelah mengetahui bahwa dia akan menikah dengan laki-laki yang dia tidak 

inginkan, kalau tidak pasrah mengikuti keinginan orang tua, dia akan mengamuk jika 

tidak bisa menerima lelaki yang telah diterima lamarannya oleh orang tua. 

Ditambahkan lagi oleh bapak Heppy Yahya selaku tokoh Masyarakat di 

Watang Sawitto mengatakan bahwa: 

“Kasus begitu biasa terjadi di Kecamatan ini, prinsip anak yang melakukan 
nikah paksa ada dua yaitu sayang keluarga tapi sayang pacar juga dan salah 
satu alasannya belum ingin menikah karena ingin melanjutkan pendidikan 
atau sekolah. Tujuan orang tua biasanya memaksa anak perempuannya 
menikah karena ingin lebih mempererat hubungan keluarga mereka. Dan dari 
nikah paksa ini, hasilnya ada yang berdampak baik dan ada yang berdampak 
buruk.”

82
 

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa nikah paksa terjadi karena orang 

tua ingin mempererat silaturahmi antara keluarga yang jauh agar lebih dekat. 

Sehingga anak terpaksa melakukan pernikahan seperti ini karena sayang juga dengan 

orang tua meskipun menyukai pacarnya bagi yang memiliki pacar. Selain itu alasan 

anak biasanya belum mau menikah karena masih ingin menlanjutkan pendidikan. 

Dampak yang dihasilkan dari nikah paksa ada berdampak baik dan ada berdampak 

buruk.  
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4.1.2 Struktur Sosial 

Pernikahan seperti yang telah disebut di atas adalah perilaku masyarakat 

dalam suatu kehidupan berkeluarga yakni adanya berupa stimulus, organisme dan 

respons istilah ini di sebut S-O-R. Berikut pembahasannya secara rinci. 

4.1.2.1 Stimulus atau dorongan 

 Stimulus yang dimaksud adalah dorongan/rangsangan terhadap anak yang 

bertindak sebagai pendorong sehingga kasus nikah paksa ini terjadi karena kehendak 

orang tua. Mereka memaksa anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya sehingga  

mereka mengurung anaknya di kamar agar tidak bertemu dengan pacarnya. Seperti 

yang dikemukakan oleh korban nikah paksa, yang mengatakan bahwa: 

“Saya dikurung di kamar ± (kurang lebih) selama dua bulan oleh orang tua 
karena mereka ingin kalau saya tidak ketemu lagi dengan Riyan pacar saya. 
Saya dijebak bahwa kitbah oleh calon suamiku saat itu tidak jadi diterima 
tetapi ternyata diterima, bapak saya pada saat itu berkata bahwa: “Tidak jadiji 
nak, janganmi menangis terus”.

83
 

Menanggapi pernyataan oleh orang tua Titi tersebut di atas memang agak 

terlihat unik strategi yang digunakan namun pernikahan bukanlah hal yang dianggap 

permainan, pernikahan itu sakral sehingga jika berangkat dari keterpaksaan semata 

akan berdampak buruk bagi yang melakukan. Buktinya pasangan tersebut tidak 

tinggal bersama lagi, hingga akhirnya anak yang menjadi korban. Nikah paksa murni 

atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal 

ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak 

akan menikah. 

Ada beberapa kasus nikah paksa yang sempat penulis lakukan wawancara 

langsung dengan pihak yang dipaksa menikah, salah satunya yakni Titi yang 
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menikah dengan Farid namun berdampak buruk bagi pasangan mereka. Titi sebagai 

korban yang melakukan pernikahan secara paksa memaparkan bahwa: 

 
“Pernikahan saya berlangsung pada tanggal 18 bulan februari 2017 dan umur 
pada saat menikah berumur 21 tahun dan suami berumur 23 tahun. Suami 
bekerja di kantor POS dan saya sudah kenal ± (kurang lebih) selama 6 tahun 
lamanya. Pada saat lamaran orang tua tidak pernah memberi tahu bahkan 
tidak pernah meminta persetujuan dan saya pasrah melakukan pernikahan 
karena keinginan orang tua, yang memaksa untuk menikah adalah orang tua, 
suami dan mertua. Tanggapan dari keluarga yang tinggal di Jakarta bahwa 
orang tua saya hanya memaksakan kehendak karena faktor ekonomi dengan 
tujuan agar kehidupan saya terjamin dimasa depan karena suami mapan. 
Proses persiapan pernikahan sama sekali tidak diketahui karena semua hanya 
direncanakan oleh orang tua. Hubungan saya dengan suami setelah menikah 
awalnya baik-baik saja. Hubungan saya dengan orang tua agak masih trauma 
dan kehidupan setelah menikah sangat berbeda. Saya jarang sekali tinggal 
bersama suami.”

84
 

Jika dipahami dari pernyataan di atas bahwa pernikahan mereka memang 

berlangsung sesuai dengan asas legalitas pernikahan yakni sah menurut agama dan 

resmi dihadapan negara, dinyatakan sah dan resmi karena telah memenuhi syarat dan 

rukun pernikahan menurut agama Islam dan telah mengurus persyaratan sesuai yang 

diatur dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) meski tidak 

ada kerelaan dari mempelai perempuan meskipun menurut penulis mereka telah 

kenal sangat lama namun itu tidak membuat calon mempelai perempuan rela dalam 

melakukan pernikahan ini karena ada kelakuan dari mempelai laki-laki yang 

membuat perempuan tidak suka lagi dengannya. Pasangan tersebut sampai sekarang 

belum dikaruniai seorang anak karena setelah menikah hubungan mereka memang 

awalnya seperti rumah tangga pada umumnya namun lama-kelamaan tidak terjalin 

baik dan mereka jarang tinggal bersama dan sebelum pernikahan tersebut 

berlangsung memang calon mempelai perempuan tidak dimintai persetujuan bahkan 
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di depan penghulu pun calon mempelai perempuan tidak pernah dimintai 

persetujuan. 

 Adapun yang mendorong anak tersebut melakukan pernikahan ini ada 

beberapa faktor yakni: 

1. Mengikuti Kehendak Orang Tua 

Anak perempuan terpaksa melakukan pernikahan ini karena orang tuanya 

yang berkehendak meski tanpa adanya kerelaan dalam hal ini orang tua 

sudah kenal baik dengan laki-laki yang sudah datang melamar. 

2. Faktor Ekonomi 

Salah satu faktor yang mendorong anak perempuan melakukan 

pernikahan secara paksa karena merasa tergolong keluarga tidak mampu 

sedangkan calon suaminya sudah bekerja dan mapan meskipun tidak 

pernah di mintai persetujuan dan anak perempuan merasa mendadak 

pernikahan ini terlaksana. 

4.1.2.2 Organisme dan Respons 

Organisme yang dimaksud disini adalah anak yang dipaksa menikah sehingga 

anak merespons atau menanggapi dari paksaan orang tuanya, membuatnya merasa 

resah karena sedang menjalin hubungan pacaran juga dengan laki-laki yang satu 

kampus dengannya. Keterangan dari sahabat Titi yang bernama Amel, mengatakan 

bahwa: 

“Sebelum menikah, saya sama sekali tidak mengetahui bahwa Titi akan 
menikah, karena mendadak saat itu Titi di suruh pulang kerumahnya 
sedangkan perkuliahan sementara berjalan tanpa memberitahu saya apa 
sebabnya, ternyata pada saat itu dia di lamar namun sedang menjalin 
hubungan pacaran juga dengan laki-laki lain. Dan melalui postingan-
postingan atau status dari Titi di Sosial Media, saya melihat dan mengetahui 
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bahwa mereka akan menikah dengan laki-laki yang sudah dikenalnya ± 
(kurang lebih) selama enam tahun.”

 85
 

 Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Titi sangat tidak menghendaki 

untuk melakukan pernikahan tersebut karena sahabatnya pun tidak diberi tahu dan 

mereka baru mengetahui setelah melihat postingan dari Titi. Berarti dari pernyataan 

tersebut, Titi mengetahui saat proses lamaran berlangsung. Hanya saja tidak dimintai 

persetujuan, hubungan mereka sampai sekarang tidak harmonis dan jarang tinggal 

bersama. 

Gejala sosial atau kenyataan sosial seperti ini, tentu bagi penulis jika sudah 

terlanjur melakukan penikahan yang didasarkan oleh pilihan orang tua, dan setelah 

melihat perkembangan dari pasangan tersebut awalnya terlihat tidak harmonis 

kemudian mereka tinggal bersama lagi layaknya keluarga pada umumnya kemudian 

kembali renggang. Hal yang wajar jika seseorang pernah merasa kecewa dengan 

pasangan ketika seorang laki-laki (suami Titi) selingkuh dengan perempuan lain 

sedangkan masih menjalin hubungan pacaran dengan Titi. Berkaitan kesalahan dari 

laki-laki (suami Titi) tersebut, Titi sangat kecewa bahkan penulis pernah menemukan 

tulisan Titi tertempel di dinding kamar yang bertuliskan bahwa “Saya tidak mau 

ketemu lagi dengannya” sebenarnya ada subjek atau nama laki-laki yang tertulis, 

laki-laki itu bernama Farid. Titi terlihat sangat panik saat itu ketika melihat saya 

sempat membaca tulisannya itu yang berjanji pada dirinya sendiri tapi mau tidak mau 

dia harus kembali dengan cara terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya. 
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4.2 Faktor Penyebab terjadinya Nikah Paksa 

Adapun beberapa faktor penyebab sehingga pernikahan secara paksa ini 

terjadi karena: 

4.2.1 Keinginan Orang Tua 

Orang tua menikahkan anaknya secara paksa didasarkan berbagai alasan yaitu 

kekhawatiran orang tua bahwa anak akan mendapatkan mendamping hidup yang 

tidak bertanggung jawab, orang tua merasa bahwa pilihannya sudah tepat ketika laki-

laki yang telah datang meng-khitbah sudah mempunyai pekerjaan. Namun, itu tidak 

menjamin bertahannya hubungan keluarga dengan tenang tanpa meminta persetujuan 

dari anak. Alasannya mempererat hubungan tali silaturahmi karena telah lama kenal 

baik dengan laki-laki itu, sehingga menjadikan anak sebagai korban dan memilih 

jalan menikahkan sang anak secara paksa. 

Ungkapan oleh Purnamasari juga selaku sahabat sekaligus sebagai tetangga 

dari korban nikah paksa yakni Titi mengemukakan bahwa: 

 
“Mengenai faktor penyebab terjadinya nikah paksa yaitu faktor keinginan 
orang tua dan faktor anak pacaran dengan laki-laki lain serta faktor ekonomi. 
Sebenarnya orang tua sudah mengetahui bahwa laki-laki sangat suka dengan 
anaknya apalagi mereka memang pernah pacaran ± (kurang lebih) selama 
enam tahun. Namun anaknya tidak lagi suka dengan laki-laki itu karena saat 
mereka dulu pacaran laki-laki selingkuh. Yang jelasnya itu yang menjadi 
alasan kenapa anaknya tidak ingin menikah dengan lelaki itu karena merasa 
sangat tersakiti oleh kelakuannya ketika hubungannya masih baik saat 
berpacaran. Kemudian orang tua ini memaksa anaknya untuk menikah karena 
faktor ekonomi atau finansial, orang tuanya merasa tergolong keluarga tidak 
mampu dan melihat calon suami anaknya sudah mempunyai pekerjaan maka 
orang tua tentunya memilih laki-laki yang sudah mampu mencari nafkah 
untuk keluarga dibanding dengan pacarnya yang masih berstatus 
mahasiswa.”

86
 

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi faktor penyebab dari 

nikah paksa karena ada beberapa faktor yakni dari pihak orang tua memaksa anaknya 
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menikah dengan laki-laki pilihannya karena sudah memiliki pekerjaan dan mapan 

sedangkan orang tua merasa tergolong keluarga tidak mampu apalagi orang tuanya 

mengetahui bahwa mereka sudah berpacaran cukup lama sehingga tidak meminta 

persetujuan dari anak. Dan anaknya saat itu sedang menjalin hubungan pacaran 

dengan laki-laki lain yang masih berstatus mahsiswa. Titi merasa masih sangat 

kecewa dengan calon suami sehingga terpaksa dalam melakukan penikahan dan 

sekedar memenuhi keinginan orang tua. 

Penulis sempat melakukan wawancara dengan Iwan dan Imada selaku orang 

tua korban mengemukakan alasannya menikahkan anaknya karena: 

“Kenal baik dengan laki-laki dan menginginkan anak mendapatkan 
pendamping hidup yang bertanggung jawab.”

87
 

Singkat dari alasan yang dikemukakan oleh orang tua korban bahwa mereka 

menikahkan anaknya karena sudah kenal baik dengan calonnya dan menganggap 

bahwa calon suami anaknya itu bertanggungjawab. 

4.2.2 Faktor Ekonomi 

 Orang tua korban merasa bahwa mereka tergolong keluarga tidak mampu 

sehingga dengan mudah menerima lamaran laki-laki yang sudah tergolong mampu 

menafkahi anaknya. Sehingga anaklah yang menjadi korban dari pernikahan secara 

paksa. Seperti yang di nyatakan oleh anak yang di paksa bahwa: 

“orang tua menikahkan saya karena calon suami sudah bekerja, sedangkan 
saya tergolong tidak mampu.”

88
 

 Pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa orang tua menikahkan anaknya 

karena terlalu mengkwatirkan masa depan anaknya, terlalu takut jika anaknya nanti 

mendapatkan pendamping hidup yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini orang 
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tua tidak sepenuhnya bersalah karena tujuan mereka baik. Saya rasa kebanyakan 

orang tua sama khawatirnya dengan orang tua Titi namun tidak dengan cara harus 

memaksakan kehendak. 

4.2.3 Anak mempunyai pacar 

 Laki-laki sangat suka dengan perempuan ini dibuktikan dengan dia datang 

meng-khitbah. Meskipun perempuan yang di khitbah adalah perempuan yang pernah 

menjalin hubungan pacaran dengannya ± (kurang lebih) selama 6 tahun namun 

karena perempuan terlanjur merasa kecewa dengan kelakuannya yang pernah 

selingkuh sehingga perempuan tidak rela dalam melakukan pernikahan dengannya. 

Apalagi pada saat lamaran perempuan sedang menjalin hubungan dengan laki-laki 

lain dalam kata lain anak sedang mempunyai pacar pada saat dilamar. 

Keterangan dari Hapsa selaku sahabat dari korban nikah paksa menyatakan 

bahwa: 

“Titi dan Farid sebenarnya memang pernah pacaran namun karena suatu 
persoalan yang membuat Titi sangat kecewa sehingga keduanya kehilangan 
komunikasi dan tidak ada kata putus di antara keduanya. Sehingga sampai 
akhirnya si Farid datang melamar Titi dan orang tuanya menerima lamaran si 
Farid tanpa meminta perstujuan dari Titi. Titi sama sekali tidak ingin menikah 
dengan si Farid karena sedang menjalin hubungan pacaran juga dengan laki-
laki lain. Titi saat itu tidak mengundang siapaun untuk datang pada pesta 
pernikahannya apalagi dia merasa mendadak untuk menikah bahkan saya 
sebagai teman akrabnya pun sampai di larang untuk datang. Namun, akhirnya 
Titi dengan terpaksa juga memanggil kembali sahabatnya untuk datang. 
Sahabatnya datang satu hari sebelum hari H pernikahan dan bermalam, Titi 
sempat mencurahkan hatinya kepada sahabatnya bahwa dia pasrah untuk 
melakukan pernikahan ini dan Titi berkata bahwa “maumi diapa, pasrah saja 
maka sama hidupku”

89
 

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dari rasa kecewa Titi mencoba 

menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain. Meskipun belum ada kata putus 

antara keduanya. Mereka hanya kehilangan komunikasi artinya Titi dan Farid putus 
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komunikasi karena kesalahan laki-laki, saling cuek-cuekkan layaknya anak muda 

sekarang. Titi lama-kelamaan menjalani hubungannya dengan pacarnya, namun 

Farid kemudian datang melamar dan orang tua Titi terima karena sudah kenal baik 

dengannya tetapi tidak meminta persetujuan dari anak. Bahkan dihari yang harusnya 

orang merasa bahagia dan disaksikan oleh orang banyak dihari pernikahan tapi ini 

sebaliknya Titi hanya merasakan sedih bahkan sampai tidak mengundang siapapun 

untuk datang kepernikahannya. Pernyataan di atas sudah jelas tertulis bahwa Titi 

pasrah sekedar memenuhi keinginan orang tua. 

4.3 Dampak dari Nikah Paksa 

 Beberapa kasus nikah paksa di Kecamatan Watang Sawitto kabupaten 

Pinrang, maka penulis mengemukakan dampak dari kasus tersebut antara lain: 

4.3.1  Terhadap Keluarga 

Suatu pernikahan yang dilandasi dengan ketidakrelaan akan berdampak 

negatif meskipun ada juga yang berdampak positif tergantung bagaimana pasangan 

tersebut menyikapi. Seperti halnya Titi dan Farid menikah pada bulan februari tahun 

2017 namun tidak dilandasi suka sama suka berdampak tidak baik bagi 

keharmonisan keluarga mereka. Karena sang istri pernah merasa sangat kecewa 

dengan calon suaminya pada saat pacaran dahulu meskipun Titi sudah berusaha 

menjaga hubungan dengan suaminya agar selalu terjalin dengan baik. Namun, apa 

yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anak sebenarnya tidak salah, 

karena bertujuan baik yaitu agar hidup anaknya bisa terjamin dengan baik karena 

suaminya sudah mempunyai pekerjaan dan mapan. Ditambah lagi karena orang tua 

sudah kenal baik dengan calon suami anaknya bahkan anaknya pernah menjalin 

hubungan kurang lebih selama enam tahun. Namun tujuan orang tuanya sama sekali 
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tidak tercapai, bahkan jika sang istri diberi uang oleh suaminya, hanya sebagian kecil 

dari uangnya. Berikut ungkapan oleh korban nikah paksa bahwa: 

“Kalau suami kasi uang paling seratus dua ratus”
90

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sang istri merasa tidak puas dengan 

pemberian suami, harusnya seorang suami mempercayai istrinya dengan menyimpan 

uangnya. Tanpa memperlakukan istrinya seperti anak-anak. 

Pada saat melakukan proses wawancara antara penulis dengan informan, 

penulis sempat menanyakan masalah mengenai orang tua yang sudah tidak suka lagi 

dengan suami anaknya, menurut keterangan oleh korban nikah paksa: 

“Orang tua pada saat itu menyesal telah menikahkan anaknya secara paksa 
karena dari awal mereka memang kenal baik dengan calon suami, namun 
setelah menikah perkataan dan perlakuannya terhadap saya sangat kasar. 
Beda yang disampaikan ketika dengan orang tua saya. Bahkan sering 
melempar barang-barang termasuk laptop saya pada saat dia marah. Orang 
tua saya tidak terima lagi jika saya selalu mendapat perlakuan tidak baik oleh 
suami, kalau dalam bahasa bugis “Cauni tomatoakku” (orang tuaku juga tidak 
sanggup). Yang paling tidak saya sukai ketika dia berkata “kamu itu sudah 
kubeli jadi terserah saya mau perlakukan kamu seperti apa”. 

 Terkait dengan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa setelah orang tua 

mengetahui perlakuan suami terhadap anaknya. Orang tua sangat menyesal telah 

menikahkan anaknya secara paksa. Karena perkataan dan perlakuan suami terhadap 

istri yang sangat kasar, sehingga istri berani mengambil keputusan untuk ingin pisah. 

Orang tua hanya bertindak sewenang-wenang terhadap anak sehingga tidak sadar 

bahwa tindakannya berdampak buruk pada anaknya sendiri, orang tua hanya melihat 

apa yang dilihatnya tanpa mempedulikan hak anak dalam memilih pasangan hidup. 

Bahwa kata-kata yang tidak harus didengar oleh istri diperdengarkannya karena 

nafsu emosi. 

4.3.2 Tidak Harmonis 
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Tidak harmonis dimaksud di sini kurangnya rasa cinta yang tumbuh dalam 

keluarga, hasil dari nikah paksa karena sulit bagi perempuan untuk menjunjung 

tinggi rasa kepercayaan kepada lelaki yang sudah membuatnya sangat kecewa. Titi 

menikah tanpa rasa cinta karena menganggap telah menemukan seseorang yang lebih 

menarik dari pasangannya. Saat penulis melakukan observasi pada bulan april tahun 

2018 di Jl. Laupe Soreang di pondok sahabatnya tinggal, penulis melihat Titi 

menelpon dengan orang tuanya sambil menangis menceritakan tentang suami dan 

mertuanya. Penulis mendengar Titi berkata bahwa “Mertua saya hanya melihat si 

Farid tanpa menegurnya, harusnya sebagai orang tua bisa menasehati anaknya 

untuk menjadi lebih baik” pernyataan Titi saat mengadu kepada orang tuanya. 

Keterangan dari Hapsa salah satu Sahabat Titi mengemukakan bahwa: 

 
“Setelah menikah Titi langsung kembali ke Jakarta di rumah neneknya karena 
tidak suka lagi dengan suaminya sehingga mengorbankan untuk tidak kuliah 
satu semester, lama setelah kurang lebih selama enam bulan Titi kembali ke 
kampung halaman di Watang Sawitto dan ingin memberi kesempatan kepada 
suaminya, pas kembali Alhamdulillah hubungannya baik tapi belum tinggal 
satu rumah. Namun, lama kelamaan hubungannya baik dan tinggal bersama 
kemudian berjalan-jalan hubungan mereka renggang lagi seperti layaknya 
hubungan rumah tangga biasa.”

91
 

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa setelah menikah hubungan mereka 

memang renggang dan tidak tinggal bersama kurang lebih selama enam bulan dan 

istri mengorbankan kuliahnya selama satu semester untuk menjauh dari suaminya 

dan memilih untuk ke Jakarta tempat neneknya. Lama kemudian kembali istri ingin 

memberi kesempatan kepada suami agar hubungan mereka terjalin baik, tidak lama 

hubungan mereka membaik kemudian kembali lagi renggang. Hal seperti ini 

memang hal yang wajar jika terjadi dalam keluarga apalagi dilandasi dengan 

ketidakrelaan. Pasangan ini dominan berdampak buruk. 
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 Di tambahi lagi sedikit keterangan dari sahabat Titi bernama Amel bahwa: 

“Sampai sekarang hubungan mereka begitu-begituji”.
92

 

 Keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hubungan mereka pasang-surut. 

Kadang baik kadang buruk, begitu seterusnya. Namun kebanyakan yang terjadi pada 

pasangan Titi dan Farid adalah yang berdampak buruk. Mari kita lihat hal-hal yang 

baik untuk disyukuri dan hal-hal buruk sebagai sesuatu untuk dipelajari. 

4.3.3. Berujung Perpisahan 

Anak yang di paksa menikah ternyata tidak bisa lagi memberi kesempatan 

kepada suaminya dan tidak sanggup lagi atas perlakuan suaminya. Sehingga pada 

saat penulis melakukan wancarara dengan korban nikah paksa yakni Titi yang 

mengatakan bahwa: 

 “Saya ingin segera menyelesaikan studi (perkuliahan) saya kemudian 
kembali ke Jakarta dan rencana saya ingin pisah. Sudahmi juga ku ambil 
sebagian barangku di sana dan mau mka nanti ambil semua kalau bulan juni.”

 

93
 

Sekarang Titi dan Farid tidak tinggal bersama dan sudah mengambil sebagian 

barangnya untuk dipindahkan kembali kerumahnya dan menurut keterangan pada 

bulan ramadhan dari Titi melalui wawancara dengan penulis katanya dia akan 

mengambil semua barangnya yang tinggal di rumah suami atau mertuanya karena 

Titi dan orang tuannya sudah tidak suka lagi dengan Farid suaminya. Dari awal 

hubungan mereka memang kelihatan renggang karena mereka tidak tinggal bersama 

meskipun pernah juga dan mereka jarang tinggal bersama. Tujuan pernikahan 

menurut Hukum Islam belum terpenuhi secara keluruhan karena prinsip pernikahan 
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tidak terlaksana salah satunya yaitu kerelaan ataupun persetujuan. Keterangan oleh 

Titi sebagai korban dari nikah paksa: 

“Saya tidak mau kembali lagi kepada suami saya karena kalau sesuatu yang 
dia tidak sukai perkataannya terhadap saya sebagai istri selalu kasar. Dia 
tidak bisa terima kekurangan saya”.

94
 

Suatu rumah tangga yang mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, 

dan rahmah tentunya harus bisa menjaga perasaan pasangan, berlaku lembut dan 

saling menerima kekurangan agar tetap tenang. 

Berbeda dengan kasus nikah paksa yang terjadi di Kelurahan Sawitto yang 

berdampak positif kepada pasangan tersebut. Menurut keterangan dari sepupu korban 

nikah paksa mengatakan bahwa: 

“Sepupu saya Ramadhani Bahran menikah pada tanggal 15 Oktober 2016. 
Ramadhani awalnya tanpa ada kerelaan untuk melakukan pernikahan dengan 
laki-laki pilihan orang tuanya, tapi ternyata hal itu berdampak positif bagi 
pasangan tersebut. Pasangan ini kufu’ artinya istri sama-sama memiliki 
ukuran keimanan yang seimbang dengan suami serta sama-sama tergolong 
keluarga yang memiliki kemampuan di atas standar. Itu salah satunya kenapa 
Abahnya menikahkan mereka. Mereka telah dikaruniai satu orang anak dan 
sekarang sedang mengandung anak dari suami pilihan orang tuanya. Awalnya 
Ramadhani sama sekali tidak ingin melakukan pernikahan itu karena sedang 
menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain. Ramadhani memanggil 
orang tuanya sebagai Abah, dia sangat patuh kepada orang tuanya terutama 
Abahnya, maka dari itu meskipun Ramadhani tidak ingin melakukan 
pernikahan, tetapi karena hal itu diinginkan oleh kedua orang tuanya jadi dia 
terpaksa menikah.”

95
 

Pernyataan di atas menerangkan bahwa berawal dari keterpaksaan seorang 

perempuan menikah dengan lelaki pilihan orang tua namun berakhir dengan happy 

ending atau bahagia pada akhirnya. Karena mereka kufu’ atau setara baik dari segi 

keimanan maupun kemampuan finansial dan mereka senantiasa sabar menjalani 

keluarga barunya serta saling menerima kekurangan sehingga dapat mencapai tujuan 

pernikahan salah satunya yaitu mendapatkan keturunan. 
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Salmaeda juga salah satu korban dari nikah paksa, penulis sempat mengambil 

kontaknya untuk melakukan wawancara melalui media sosial karena Salmaeda 

sekarang tidak tinggal lagi di Awang-awang kecamatan Watang Sawitto. Tapi tinggal 

di Sangata, rumah yang telah dibangun di sana setelah mereka melakukan 

pernikahan. Hasil wawancara mengenai pernikahan secara paksa, informan 

mengatakan bahwa: 

“Dulu waktu saya menikah berumur 17 tahun dan suami berumur 22 tahun, 
kalau dibilang terpaksa sih iya karena orang tua saya yang sedang sakit-
sakitan ingin melihat anaknya menikah. Memang awalnya saya terpaksa 
menikah karena keinginan orang tua dan karena faktor ekonomi juga sih. 
Namun, lama-kelamaan akhirnya bisa menerima suami juga dan sekarang 
memiliki satu anak karena kemarin saya pernah keguguran waktu 
mengandung anak yang terkahir. ”

96
 

Salmaeda adalah salah satu teman sekelas saya waktu masih duduk di bangku 

SMA. Calon suami yang dipilihkan oleh orang tua Salma adalah seorang lelaki yang 

berumur 22 tahun dan bekerja batu bara. Saat itu Salma menikah waktu duduk di 

bangku kelas tiga SMA dan tinggal satu semester lagi kami akan melaksanakan ujian 

akhir. Tapi sayang sekali Salma putus sekolah gara-gara nikah muda dan jika 

mengingat kejadian ini Salma sangat sedih karena mengingat masa-masa sekolah dan 

teman-teman yang selalu menyemangatinya. Saya sempat hadir di hari 

pernikahannya saat itu, Salma sebelumnya memang melakukan pernikahan tersebut 

karena orang tuanya sedang sakit dan sangat ingin melihat anaknya ini menikah. 

Awalnya terpaksa namun akhirnya bisa menerima suaminya, dibuktikan dengan 

mereka yang telah dikaruniai satu anak meskipun pernah keguguran saat sedang 

mengandung anak terakhirnya. 

Jika orang ingin sekedar senang dalam hidup, maka ia dapat mencari 

kesenangan instan, pergi ke tempat hiburan, berfoya-foya dan berpesta pora. Tetapi 
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jika seseorang ingin meraih kebahagiaan, ia justru harus siap menderita menghadapi 

kesulitan, melupakan kesenangan jangka pendek. Manusia didesain oleh Allah 

dengan sempurna. Manusia disatu sisi memang menyukai stabilitas dan kenyamanan 

hidup, tetapi disisi lain manusia juga menyukai kesulitan. Manusia tidak selalu lari 

dari kesulitan, sebaliknya justru menantang kesulitan. Pahamilah, kesulitan juga 

harus dibedakan antara analisis dan perasaan, antara kesulitan teknis dan merasa 

sulit. Ada hambatan yang menurut analisis teknis masuk kategori sangat sulit dan 

berat, tetapi ada orang yang memandangnya ringan-ringan saja. Karena ia merasa 

tertantang untuk dapat menaklukkan kesulitan dan ia menyadari bahwa kesulitan itu 

merupakan proses mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan buah dari 

ketabahan menghadapi kesulitan panjang yang bersifat alamiah dalam kehidupan. 

Itulah hakikatnya kebahagiaan hidup berumah tangga biasanya baru diperoleh setelah 

kakek nenek, yakni ketika menyaksikan anak cucu sebagai generasi penerusnya 

hidup sukses dan terhormat.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam 

skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan peneliti simpulkan hal-hal penting 

sebagai berikut: 

5.1.1 Realitas sosial yang terjadi khususnya di Kecematan Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang mayoritas masyarakat melakukan nikah paksa karena adat 

kebiasaan namun seiring perkembangnya zaman semakin berkurang 

melakukan peristiwa tersebut. Di Indonesia dominan menggunakan paham 

Mazhab Syafi’i bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri 

dibandingkan orang tuanya. Dan dibolehkan anak gadis dinikahkan oleh 

orangtuanya. Yang membedakan anatara gadis dan janda dalam hal 

pernikahan adalah melalui perizinannya yakni seorang janda harus 

mepertegas mau atau tidak sedangkan anak gadis melalui diam sudah 

dianggap mau dalam melakukan pernikahan. 

5.1.2 Faktor penyebab terjadinya nikah paksa karena keinginan orang tua, ekonomi 

di bawah standar, calon mempelai berhubungan pacaran dengan laki-laki lain. 

5.1.3 Berdampak tidak baik terhadap pasangan, tidak adanya rasa cinta dan akan 

berujung pada perceraian dan akhir orang tua sendiri yang menyesal telah 

memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan. 

5.2 Saran 

Dari pembahasan secara menyeluruh tentang tinjauan Sosiologi Hukum 

terhadap Nikah Paksa di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, maka 
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penulis memberikan saran-saran untuk dapat di mengerti dan mungkin dapat 

bermanfaat. 

5.2.1 Alasan orang tua menikahkah anaknya agar terjalin hubungan silaturrahmi 

antara keduanya, faktor finansial, tidak ingin jika anak gadisnya mendapat 

pendamping hidup yang tidak bertanggung jawab. Hal ini di lakukan orang 

tua karena rasa kasih sayang terhadap anaknya tidaklah dijadikan sebagai 

alasan untuk menikahkan anaknya secara paksa karena pernikahan secara 

paksa bisa mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga apalagi 

sampai tidak memintai persetujuan anak. 

5.2.2 Tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga karena faktor paksaan 

dari orang tua karena anak tidak dimintai persetujuan. Hendaknya pernikahan 

di lakukan dengan kerelaan tanpa ada paksaan dari siapapun sehingga dapat 

mencapai tujuan pernikahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Nikah paksa termasuk adat atau bukan? 

2. Faktor yang mendorong orang tua memaksa anaknya menikah apa? 

3. Saat lamaran dimintai persetujuan atau tidak? 

4. Bagaimana proses awal dari nikah paksa hingga akhirnya mau menikah? 

5. Kehidupan setelah menikah bagaimana?
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